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Abstrak
Tujuan Penelitian penulisan skripsi ini mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Wajah Lestari Dalam Upaya Penghijauan Kota di Kota Bontang serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan Program Wajah Lestari. Penelitian ini memfokuskan implementasi kebijakan yang dilakukan melalui pendekatan kebijakan baik dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Narasumber tidak hanya dari Dinas Lingkungan Hidup tetapi juga dinas terkait yang berperan, Kepala Kelurahan dan calon pengantin serta pegawai PNS. Semua data dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Wajah Lestari dalam upaya penghijauan kota di Kota Bontang sudah dilaksanakan dengan cukup optimal, komunikasi telah terlaksana melalui sosialisasi program Wajah Lestari kepada calon pengantin dan PNS sebagai kelompok sasaran, walaupun sosialisasi dilakukan masih terbatas, adanya sumber daya yang belum memadai terutama fasilitas dan anggaran yang belum tersedia. Dinas Lingkungan Hidup menetapkan Standard Operational Procedure dalam pelaksanaan program tersebut dan pegawai pelaksana telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing–masing berdasarkan ketentuan pelaksanaan program Wajah Lestari. Selain itu, juga terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program Wajah Lestari meliputi tidak tersedianya anggaran khusus, penyetoran data yang lambat, lokasi penanaman yang tidak permanen masih terdapat calon pengantin yang salah membawa bibit pohon dan faktor cuaca ketika terjadi hujan menyebabkan pelaksanaan penanaman pohon harus ditunda.
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Pendahuluan
Pemanasan global saat ini menjadi topik yang sangat fenomena dan bukan lagi menjadi isu, melainkan fakta nyata masalah lingkungan yang  sedang terjadi. Pemanasan global menyebabkan siklus pergantian musim  menjadi sulit diprediksi. Pemanasan global dipengaruhi dari faktor lingkungan baik kegiatan produksi maupun aktivitas yang tidak diimbangi dengan aspek wawasan lingkungan. Salah satu penyebab hal tersebut dipicu dengan adanya kebutuhan perekonomian sehingga tanpa disadari berpengaruh terhadap lingkungan dan mengakibatkan permasalahan degradasi kondisi lingkungan yang mana hal tersebut tidak dapat terlepas dari perkembangan pembangunan terutama di lingkungan perkotaan. 

Perkembangan kota yang begitu signifikan diakibatkan oleh tingginya tingkat urbanisasi yang menggeliatkan ekonomi di Indonesia sehingga memicu para perancang kota untuk berkontribusi aktif menerapkan konsep-konsep pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Kemudian hal tersebut mengakibatkan dampak buruk terhadap perkembangan ekonomi era industrialisasi terutama pada peningkatan terhadap pemanasan global sehingga terjadinya peningkatan polusi udara dan perubahan iklim.
Kota Bontang merupakan kota dengan struktur industri yang sangat kuat, di samping menjadi sektor utama penopang perekonomian kota, keberadaan industri tersebut juga berimplikasi pada ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan pencemaran udara. Keberadaan industri yang telah eksis dan rencana perkembangan industri baru juga akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan penduduk yang bersumber dari migrasi penduduk masuk ke kota Bontang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi pasti akan diiringi oleh meningkatnya aktivitas˗aktivitas yang memicu meningkatnya pemanasan global baik dari aktivitas industri maupun di lingkungan masyarakat kota. (Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Bontang)

Untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup maka pemerintah kota Bontang merevitalisasi ekosistem di perkotaan untuk melakukan kebijakan sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Daerah Kota Bontang No. 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bontang Tahun 2016 ˗ 2021. Dalam Peraturan tersebut menyatakan bahwa green city merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan, konsep ini juga dikenal sebagai kota ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Dengan kota  yang sehat dapat mewujudkan suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota.  Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders). Oleh karena itu, kebijakan pengembangan yang akan dirumuskan harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep pengembangan berkelanjutan dan beraspek pada ramah lingkungan.

Berdasarkan permasalahan lingkungan yang ada, Pemerintah kota Bontang saat ini sedang menerapkan konsep Wajah Lestari berharap konsep program ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam penanganan permasalahan tersebut. Pembangunan kota hijau merupakan suatu konsep yang sedang dirancangkan di seluruh dunia agar masing-masing kota memberi kontribusi terhadap penurunan emisi karbon untuk penurunan pemanasan global sehingga konsep ini merupakan tujuan dan menjadi bagian dari program Wajah Lestari. 

Program Wajah Lestari ini merupakan program yang telah berjalan sejak diberlakukannya sesuai dengan peraturan Pemerintah Kota Bontang selama 2 tahun lebih. Secara umum, landasan  hukum yang mengatur kebijakan tentang Program Wajah Lestari  merupakan intruksi walikota Bontang yang diantaranya:

1. Intruksi Walikota Bontang No. 4 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin. 
2. Intruksi Walikota Bontang No. 1 Tahun 2017 Tentang Penanaman Pohon Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Dan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil.
Dalam hal ini, program Wajah Lestari dalam bentuk aksi nyatanya dapat mencegah buruknya kondisi lingkungan dan dapat menyelamatkan kondisi lingkungan yang buruk. Aksi nyata yang dapat dilakukan adalah penghijauan lingkungan, penghijauan salah satu cara mudah menyelamatkan lingkungan. Mempertahankan zona hijau dengan melakukan penghijauan/gerakan hijau akan memperbaiki kualitas lingkungan dan kehidupan mahluk hidup. Melalui penghijauan tersebut, masalah lingkungan seperti banjir, kesulitan air bersih, dan polusi udara frekuensi dampak buruk pada lingkungan dapat berkurang.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik
Pengertian kebijakan publik menurut Winarno (2005:5), “kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan pada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan”. Kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi diantara sebagai berikut:

1. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan para pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.

3. Kebijakan adalah yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, pengendalian inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.


Berdasarkan pendapat tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan cara atau tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaksana kebijakan yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan permasalahan publik atau demi kepentingan publik. 


Selain itu, kebijakan memiliki aturan tertentu dan terdapat dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan yang dibuat sehingga memiliki sifat dasar yang mengikat dan memaksa. 

Implementasi Kebijakan Publik 

Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2007:147), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu ataupun kelompok dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan dalam mengatasi permasalahan tertentu. Proses implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk program harus mempertimbangkan antara peluang dan kelemahan, dimungkinkan kecilnya resiko dan besarnya peluang sehingga tercapainya tujuan organisasi sesuai yang diharapkan. 
c. Konsep Wajah Lestari


Wajah Lestari merupakan konsep yang dibuat dalam bentuk program kebijakan penanaman pohon oleh Pemerintah Kota Bontang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Bontang terkait Visi Misi Tahun 2016˗2021 yang menerbitkan kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup melalui program prioritasnya dengan misi menjadikan Kota Bontang sebagai Green City Melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Dari misi tersebut dilakukan maksud dan tujuan yang berhubungan dengan lingkungan agar dapat terjaganya kualitas lingkungan hidup sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi adanya peningkatan polusi udara, air maupun tanah. Dengan demikian, salah satu langkah untuk mencegah dan mengurangi polusi yaitu dengan melakukan penanaman pohon sesuai dengan tujuan program Pemerintah Kota Bontang yaitu menjadikan Kota Bontang sebagai Kota Hijau.
Penghijauan Kota

Menurut Setiawan (2000), penghijauan adalah suatu usaha meliputi kegiatan˗kegiatan penanaman tanaman keras, rerumputan, serta pembuatan teras dan bangunan pencegah erosi lainnya diareal yang tidak termasuk areal hutan negara atau areal lain yang berdasarkan rencana tata guna lahan diperuntukkan sebagai hutan. Adapun penghijauan kota yaitu suatu kegiatan penanaman yang dilakukan di lingkungan perkotaan. 

Penghijauan adalah suatu usaha meliputi kegiatan˗kegiatan penanaman tanaman keras, rerumputan, serta pembuatan teras dan bangunan pencegah erosi lainnya diareal yang tidak termasuk areal hutan negara atau areal lain yang berdasarkan rencana tata guna lahan diperuntukkan sebagai hutan. Adapun penghijauan kota yaitu suatu kegiatan penanaman yang dilakukan di lingkungan perkotaan.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis teliti, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan dan key informan dalam memperoleh sumber data dengan key informan sebanyak 1 orang yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan informan sebanyak 12 orang dari beberapa pegawai dan calon pengantin yang akan menikah. Untuk penulisan skripsi sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sosial. Informasi dan beberapa data penelitian dicari dan diperoleh secara langsung dari sampel atau narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian diantaranya yaitu, observasi, penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan
Komunikasi

Dalam pelaksanaan yang penelitian lakukan bahwa Komunikasi dalam implementasi Program Wajah Lestari ini dilakukan sosialisai pada saat rapat atau diskusi. Hal tersebut sesuai  wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andiga Mufti Kuswardani, SSTP (selaku Ketua Kelurahan Api˗api), beliau menjelaskan bahwa :
“Dalam pelaksanaan program penanaman pohon bagi catin ini sudah disampaikan tentunya kepada setiap ketua RT tentunya terkait bibit apa yang akan dibawa. Meskipun sudah disampaikan kepada warga, ketika pada saat membawa bibit tidak sesuai dengan ketentuan.” (wawancara Tanggal 4 November 2019).

Sebagaimana telah dijelaskan pada teori Edward III, faktor komunikasi ini juga termasuk unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan program kebijakan atau pelaksanaan kegiatan. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kegiatan atau kebijakan program penanaman pohon bagi Calon Pengantin yang akan menikah dan Program Kebijakan Penanaman Pohon bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan dengan baik. 

Sumber Daya 
Sumber daya merupakan salah satu faktor terpenting dalam berjalannya suatu kebijakan. Dari pelaksanaan Implementasi Program Wajah Lestari, sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dan anggaran.
a. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Lingkungan Hidup senantiasa berkomitmen pada tugas mereka dimana mereka bersungguh-sungguh dimana pegawai mendampingi dan mengawasi pada saat pelaksanaan pohon itu dilakukan. Terkait sumber daya manusia, Bapak Heru Triatmojo, SP.,M.Si selaku Kepala Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang, beliau mengatakan :
“Dalam pelaksanaan kebijakan implementasi ini tentunya sudah dilakukan dan untuk pengurusan terutama pada pegawai maupun staf. kebijakan ini dilakukan sesuai tugasnya pegawai dan berjalan sesuai aturan yang dibuat sebelumnya sehingga apa yang sudah jadi tanggungjawabnya bidang yang bersangkutan dan selain itu juga tentu ada koordinasi dalam suatu pelaksanaan kegiatan baik dari dinas lain yang terlibat sehingga pelaksanaan kebijakan penanaman pohon ini dapat berjalan dengan baik.” (wawancara Tanggal 6 November 2019).

Sumber Daya merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting Menurut Edward III (dalam Winarno 2012:184) mengemukakan bahwa beberapa sumber dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Perintah˗perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang ada, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Oleh karena itu, implementasi program Wajah Lestari membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu menguasai di bidangnya dalam melaksanakan program, sumber daya manusia yang dimaksud adalah dinas terkait dalam pengelolaan lingkungan baik pada Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Permukiman yang menjadi patokan dalam mengurus lingkungan adapun dinas lainnya dapat membantu dalam sistem pelaksanaan lainnya. 
b. Sumber Daya Fasilitas

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa sumber daya fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan program Wajah Lestari sudah dilakukan fasilitas dari bentuk prasarana tetapi tidak disediakan dari bentuk sarananya. Bentuk fasilitas prasarana hanya berupa tanah yang disediakan oleh dinas untuk penanaman pohon. adapun bibit dan peralatan lainnya disediakan oleh pelaku yang bersangkutan yang akan melakukan penanaman pohon dan untuk menuju lokasi menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan bentuk fasilitas sarananya tidak ada.
Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber yaitu Bapak Muhammad Takwin, M.Si selaku Kepala Kelurahan Loktuan, beliau mengatakan bahwa:
“Masyarakat yang akan menikah mereka hanya cukup membawa bibit tanaman pohon dan pupuk yang akan ditanam dan pengelola pemberdayaan masyarakat yang akan mendampingi serta membantu penanaman pohon di lokasi yang kita tentukan dan peralatan sudah disiapkan dari kantor Kelurahan” (wawancara Tanggal 4 November 2019).


Sumber daya fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sebagaimana pendapat Edward III sumber daya dapat berjalan baik apabila segala seuatu fasilitas disediakan oleh pelaksana kebijakan baik dari sarana maupun prasarana agar program dapat berjalan secara maksimal.
c. Sumber Daya Anggaran


Dari hasil peneliti lakukan bahwa sumber dana tidak ada disediakan oleh pemerintah kota. Dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan narasumber Bapak Adetya Kautsar Rahman (selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup), beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk anggaran program Wajah Lestari ini baik dari kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin dan PNS tidak ada anggaran yang disediakan dan untuk bibit pohon maupun pupuk dibeli atau disediakan dari pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan penanaman pohon, dari Dinas Lingkungan Didup hanya mendampingi dan mengawasi kegiatan di lapangan.” (Wawancara Tanggal 6 November 2019).

Dalam suatu pelaksanaan kebijakan implementasi sumber daya anggaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan. Dalam implementasi kebijakan sumber anggaran berkaitan dengan dengan modal atau investasi atas suatu program maupun kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dala mencapai tujuan dan sasaran. Dalam pelaksanaan Implementasi Program Wajah Lestari ini meskipun tidak ada dana sampai saat ini masih saja berjalan tanpa adanya dana dari pemerintah kota. Hal ini bisa dikatakan unggul dimana tanpa mengeluarkan dana pemerintah kota dan mengurangi pengeluaran dana pemerintah. 
Disposisi

Dari Hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan program Wajah Lestari sesuai dengan diberlakukannya kebijakan ini sudah disebarkan hingga ke seluruh kelurahan  dan kebijakan ini menjadi persyaratan dalam urusan sesuai kebutuhan pada aturan yang berlaku. 
Adapun jumlah penanaman pohon yang dilakukan sejak awal yaitu :
1. Jumlah penanaman pohon bagi calon pengantin
	Tabel 4.3 Jumlah Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin

	No.
	Tahun
	Jumlah Pengantin
	Jumlah Bibit
	Keterangan Jenis  Pohon

	1
	2016
	756
	2065
	Pelindung dan Buah-Buahan

	2
	2017
	1400
	4144
	

	3
	2018
	2012
	5701
	

	4
	2019
	1464
	4119
	

	 
	Total
	5.632
	16.029
	 


Sumber : DLH (Tahun 2019 data terakhir sampai bulan September)


Berdasarkan tabel di atas, terkait jumlah penanaman pohon bagi calon pengantin tidak memiliki target penanaman pohon karena jumlah tersebut ditentukan oleh berapa banyak calon pengantin yang akan menikah. 

2. Jumlah penanaman pohon bagi Calon PNS dan PNS

	
	Tabel 4.4 Jumlah Penanaman Pohon Bagi Calon PNS dan PNS

	No
	Tahun
	Jumlah Peserta
	Jumlah seluruh
	Jumlah Bibit
	Keterangan Jenis  Pohon

	
	
	KGB
	KENPA
	SLKS
	CPNS
	
	
	

	1
	2017
	825
	328
	238
	102
	1941
	1495
	Tanjung, Trembesi, Mahoni, Bougenville, Pucuk Merah

	2
	2018
	1206
	339
	262
	0
	1807
	1811
	

	3
	2019
	856
	407
	8
	0
	1271
	1271
	

	
	Total
	2887
	1074
	508
	102
	5019
	5027
	


Sumber : DLH (Tahun 2019 data terakhir sampai bulan September)

Adapun berdasarkan tabel di atas, terkait jumlah penanaman pohon tidak memiliki target penanaman pohon karena jumlah tersebut ditentukan oleh berapa banyak PNS tersebut yang akan menjadi PNS, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Dan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
Adapun hasil wawancara yang dilakukan terkait sikap kelompok sasaran dalam implementasi Program kebijakan penanaman bagi calon pengantin maupun PNS sebagaimana hal ini disampaikan oleh Dwi Suda Setiawan selaku calon pengantin lelaki yang akan menikah, beliau mengatakan bahwa :


“Kebijakan ini sangat bagus dan dampaknya sangat bagus bagi lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan adanya penghijauan seperti ini masyarakat akan sadar pentingnya menjaga lingkungan yang baik untuk kedepannya”. (wawancara Tanggal  4 November 2019).

Dalam pelaksanaan suatu Implementasi, disposisi merupakan salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan dan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan  dan mampu melakukannya tetapi juga ditentukan oleh keinginan para pelaku sebagaimana yang disampaikan oleh Edward III (dalam Winarno 2012:197) bahwa kecenderungan dari pelaksana kebijakan yang efektif. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efesien, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap berjalannya suatu program kebijakan. Dalam struktur birokrasi sangat berkaitan dengan Standard Operational Procedure (SOP). Dalam pelaksanaan program kebijakan Wajah Lestari ini telah diatur prosedur dalam pelaksanaan. Prosedur tersebut menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan kebijakan implementasi program untuk pedoman bagi implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan program berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan serta sasaran kebijakan. Pelaksanaan SOP dapat berjalan dengan baik apabila adanya SOP yang sudah disusun secara sistematis. Seperti yang dikatakan Bapak Syapriansyah, S.Hut selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, beliau mengatakan bahwa:


“Untuk pelaksanaan kebijakan penanaman bagi calon pengantin dan PNS sudah dibuatkan SOP sejak awal diberlakukan sehingga semua berjalan secara otomatis dengan pedoman yang ada dan semua sudah disebarluaskan sehingga untuk mempermudah pemahaman mekanisme SOP.” (wawancara Tanggal 6 November 2019).

Pelaksanaan SOP pada Program Wajah Lestari dalam kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin maupun PNS secara garis besar sudah melaksanakan persiapan sejak awal dibentuknya sesuai dengan peraturan Pemerintah Kota Bontang baik pelaksanaan berupa teknis maupun petunjuk teknis pelaksanaan dan juga adanya monitoring dan evaluasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan peneliti mengenai adanya SOP atau petunjuk teknis yang merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan penanaman pohon bagi calon pengantin dan PNS dalam Program Wajah Lestari. Menurut Edward III (dalam Winarno 2005 :150) mengatakan bahwa salah satu karakteristik struktur birokrasi ialah adanya Standard Operational Procedure (SOP) yang menjadi suatu karakteristik utama. Struktur Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan.  Dalam struktur birokrasi terdapat beberapa aspek yang mempengaruhinya yaitu mekanisme, dalam implementasi kebijakan tentunya terdapat Standard Operational Procedure (SOP). Birokrasi berpengaruh yang signifikan terhadap suatu pelaksanaan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini dapat berjalan dengan baik jika terdapat SOP yang tersusun secara sistematis. Dengan adanya SOP yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Bontang pada pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan sudah memenuhi syarat yang dimaksud dalam teori Edward III dimana adanya SOP yang ada berjalan dengan baik tersusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan dan tentunya diharapkan tindakan dalam kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Wajah Lestari dalam upaya penghijauan kota Di Kota Bontang, sudah dilaksanakan dengan cukup optimal, yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komunikasi yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program Wajah Lestari sudah terjalin melalui sosialisasi kepada calon pengantin dan PNS tentang kewajiban mentaati peraturan program tersebut. Namun demikian, sosialisasi yang dilakukan hanya pada awal kebijakan ditetapkan dan pada saat evaluasi program dilakukan.

2.  Sumber daya pada pelaksanaan program Wajah Lestari masih belum memadai, karena keterbatasan tenaga pelaksana program tersebut. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup tidak menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program Wajah Lestari. Dinas Lingkungan Hidup hanya menyediakan lahan untuk penanaman, sedangkan bibit pohon disediakan oleh calon pengantin dan PNS.

3. Dalam pelaksanaan program Wajah Lestari, pegawai Dinas Lingkungan Hidup bekerja dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan dimana pegawai selalu mendampingi dan mengawasi pada saat penanaman pohon dilakukan.

4. Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan Structure Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan program Wajah Lestari yang menjadi pedoman pelaksanaan penanaman pohon. Selain itu, pegawai pelaksana telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan pelaksanaan program Wajah Lestari.

5. Kendala dalam pelaksanaan Program Wajah Lestari meliputi tidak tersedianya anggaran khusus yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan dan menurunnya semangat kerja pelaksana kegiatan, Penyetoran data yang lambat mengakibatkan rekapan yang tertunda dalam pembaruan rekapan bulanan, Lokasi Penanaman yang tidak permanen mengakibatkan bibit pohon lambat untuk ditanam dan hal ini dibutuhkan RTH setiap kelurahan bagi penanaman pohon bagi calon pengantin, masih terdapat calon pengantin yang salah membawa bibit pohon dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh masing-masing kelurahan yang mengakibatkan dampak bagi lingkungan dimana akar tanamannya yang besar nantinya dpat merusak semen irigasi, adapun faktor cuaca yang mengakibatkan penanaman pohon ditunda untuk beberapa hari.  
Dari kesimpulan di atas yang telah Penulis paparkan, maka Penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan dinas terkait serta pelaku kebijakan bersangkutan dalam upaya penghijauan kota di Kota Bontang diantaranya sebagai berikut :
1. Dalam hal komunikasi, masih terdapat beberapa masyarakat yang salah dalam membawa bibit pohon, maka dari itu diharapkan pihak pelaksana melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat agar informasi dapat lebih jelas. Adapun sosialisasi ini tidak harus dilakukan dengan pertemuan rapat, tetapi dapat dilakukan dengan media sosial sehingga warga masyarakat dapat mengetahuinya dengan mudah. Selain itu, dengan berjalannya kebijakan Program Wajah Lestari diharapkan Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan pengawasan data agar kebijakan penanaman pohon baik dari calon pengantin maupun PNS mampu terselesaikan dengan cepat agar rekapan bulan dapat terus berjalan secara maksimal tanpa adanya hambatan. 

2. Mengenai sumber daya, adanya anggaran yang tidak tersedia maka, perlu diadakannya suatu anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dalam meningkatkan kegiatan penanaman pohon.

3. Adanya penetapan lokasi Penanaman yang tidak permanen  bagi penanaman pohon bagi calon pengantin mengakibatkan bibit pohon lambat untuk ditanam sehingga diharapkan untuk ke depannya dilakukannya penyediaan  Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4. Adanya kegiatan pelaksanaan penanaman pohon untuk mempermudah pendataan diperlukannya suatu inovasi dalam penggunaan sistem berbasis web atau aplikasi agar dalam pendataan mudah untuk diakses dan tidak didata satu per satu.
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